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Abstract:  The system of education plays a significant role in all aspects of human life, including in empowering the 
welfare of its citizens. A good system of education during the Kingdom of Aceh Darussalam has led her people to be 
saluted and admired both by locals and foreigners. This study aims at discovering the problem hampering the system 
of education, focusing on the district of Aceh as a case study as well as providing the recommendation for enhancing 
its educational system. To establish a good educational system, we need to reform the curricula, renovate the 
educational facilities, empower lecturers’ abilities and skills, improve students’ quality, and shorten educational 
bureaucracy. To produce a knowledgeable and taqwa (pious) student, the curricula of Islamic educational system 
have to be in harmony with the Divine injunctions, al-Qur’an and Hadits. Then, the educational facilities, lecturers’ 
abilities, and skills of teaching and educational bureaucracy as well have to enhance and monitored regularly for 
from time to time. The experiences of success from other countries and universities in their adoption of Islamic 
educational system, such as International Islamic University Malaysia (IIUM) can be comprehensively learned as 
the basis for the future educational reforms. Finally, to make good educational system be realized, the government 
has also to actively cooperate and involve in empowering the educational system, inter alia, by providing sufficient 
budget for educational agenda. 
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PENDAHULUAN 
Sejarah Aceh mencatat bahwa Kerajaan Aceh Darussalam telah mencapai masa 
kegemilangannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1606 – 1636 M), diantaranya disebabkan 
oleh sistem pendidikan yang berkualitas. Sultan Iskandar Muda telah menempatkan para ulama 
dan kaum cerdik pandai pada posisi yang paling mulia dan istimewa dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan pendidikan. Sehingga pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh Darussalam 
benar-benar menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan tamaddun di Asia Tenggara. Selama 
lebih kurang 30 tahun masa pemerintahannya, Iskandar Muda telah berhasil membawa Kerajaan 
Aceh Darussalam ke atas puncak kejayaannya, hingga mencapai peringkat kelima di antara 
kerajaan Islam terbesar di dunia (Matsyah, 2013). 
Bila dibandingkan keberadaan sistem dan tingkat pendidikan rakyat Aceh sekarang 
dengan dunia pendidikan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam beberapa abad yang lalu dan 
dengan pendidikan di negara-negara maju sekarang, maka dengan mudah pertanyaan kenapa 
Aceh sekarang berada dalam kondisi terpuruk dan terkebelakang baik dari segi pendidikan, 
politik, ekonomi, budaya, dan agama akan terjawab. Sebagai contoh di Norwegia, sebagian besar 
guru-guru yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK) adalah mereka yang berijazah Master 
(S2) (New Strait Times, 28 Januari 1999). Realitas ini sungguh bertolak belakang dengan tingkat 
pendidikan tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang mayoritas mereka hanya 
mengantongi ijazah Master (Strata 2). Begitu pula, selanjutnya, bila kita bandingkan jumlah 
Doktor (S3) per penduduk, Indonesia hanya memiliki 120 Doktor per 1.000.000 penduduk pada 
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tahun 2012. Angka ini adalah sangat kecil bila kita bandingkan dengan jumlah Doktor (S3) yang 
dimiliki Malaysia dan Singapura (sebannyak 250-300 Doktor per 1.000.000 penduduk, dan 
negara-negara maju lainnya  (lebih banyak dari 500.000  Doktor per 1.000.000 penduduknya 
(Harian Sinar Indonesia Baru, 14 Juli 2014). Kemudian, tidak seperti Doktor yang berdomisili di 
negara-negara berkembang dan maju lainnya yang masih berusia relatif muda, Doktor di 
Indonesia, pada umumnya, telah berusia senja dan hampir tamat masa pengabdiannya, dan yang 
lebih penting adalah kualitas moral Doktor di negara-negara maju adalah relatif lebih 
menyakinkan dibandingkan dengan mereka yang berdomisili dan mengabdi di Indonesia, 
termasuk Aceh (Majid, 2002a).  
Realitas di atas menunjukkan bahwa jumlah Doktor di Indonesia, dan Aceh pada 
khususnya masih sangat terbatas. Kenapa ini terjadi? Padahal, Aceh merupakan daerah yang 
telah tercatat kegemilangannya pada masa Iskandar Muda (1606 – 1636 M) memerintah akibat 
keunggulannya di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sehingga pada masa 
pemerintahannya, Kerajaan Aceh Darussalam benar-benar menjadi salah satu pusat ilmu 
pengetahuan dan tamaddun di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi oleh para kaum 
pelajar dari seluruh dunia (Matsyah,  2013).  Aceh menjadi daerah tujuan, bukan saja bagi warga 
Indonesia untuk menempuh pendidikan, tetapi juga bagi banyak warga Malaysia (Serambi 
Indonesia, 31 Desember 2011). Pada tahun 70-an sampai 80-an Indonesia menjadi kiblat negara 
Asia Tenggara untuk berguru segala ilmu. Hampir semua negara Asia Tenggara mengirim 
utusannya dari mahasiswa untuk menimba ilmu di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu 
sampai saat ini semua kenyataan dan realita tersebut telah berbalik arah. Sekarang anak-anak 
Indonesia yang telah mencapai umur produktif untuk kuliah malah justru lebih tertarik menimba 
ilmu di Malaysia (Kompasiana, 7 September 2013). 
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem pendidikan Aceh dan sekaligus 
merekomendasikan beberapa strategi untuk mengembalikan citra pendidikan Aceh. Belajar dari 
kegemilangan sistem pendidikan Kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu, reformasi sistem 
pendidikan yang meliputi tranformasi kurikulum, renovasi fasilitas pendidikan, empoweriasi 
(pemberdayaan) tenaga pengajar, improvisasi kualitas mahasiswa dan restrukturisasi birokrasi 
pendidikan serta ekspansi peluang kerja bagi para lulusan institusi pendidikan akan dibahas 
dalam tulisan ini. Karena pentingnya substansi kurikulum pendidikan untuk melahirkan alumni 
berbobot ilmu dan iman, maka isu terkait urgensinya kurikulum pendidikan Aceh untuk 
direformulasikan akan diulas secara lebih mendalam. Sebelum konklusi diambil, pengalaman 
kesuksesan negara tetangga, Malaysia dalam bidang pendidikan juga akan dipaparkan, dengan 
harapan akan menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan kita dan sekaligus berguna 
sebagai input berharga dalam mereformasi sistem pendidikan kita. 
 
PENDIDIKAN ACEH PADA MASA ISKANDAR MUDA  
Bukti kemegahan kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu dapat kita lihat dari pengakuan 
seorang warga Perancis, Beaulieu yang berkunjung ke Aceh pada abad ke 17 Masehi yang 
mengatakan bahwa pada kurun tersebut Aceh tidak mengenal lagi masyarakat yang buta huruf 
(Said, 1981). Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), di Aceh 
telah berdiri dengan megahnya sebuah institusi pendidikan tinggi yang setingkat dengan 
Universitas yang diberi nama dengan Jami'ah Baiturrahman, yang berlokasi di Mesjid 
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Baiturrahman, Masjid terbesar kebanggaan rakyat Aceh. Jami'ah ini membawahi 17 fakultas 
(Daar). Yang paling menarik dari Jami’ ah ini adalah telah digabungkannya ilmu pengetahuan 
umum dengan ilmu agama untuk diajarkan kepada para penuntutnya. Hal ini dapat kita lihat dari 
nama ke-17 fakultas tersebut, yaitu (Mattulada et al., 1983):  
1) Daar al-Tafsir wal Hadis (Fakultas Tafsir dan Hadis); 
2) Daar al-Thib (Fakultas Kedokteran); 
3) Daar al-Kimiya (Fakultas Kimia); 
4) Daar al-Taarikh (Fakultas Sejarah); 
5) Daar al-Hisaab (Fakultas Matematika); 
6) Daar al-Siyasah (Fakultas Ilmu Politik); 
7) Daar al-Aqli (Fakultas Ilmu Logika); 
8) Daar al-Ziraah (Fakultas Pertanian); 
9) Daar al-Ahkaam (Fakultas Hukum); 
10) Daar al-Falsafah (Fakultas Filosofi); 
11) Daar al-Kalam (Fakultas Teologi); 
12) Daar al-Wizaarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan); 
13) Daar al-Khazanah Bait al-Maal (Fakultas Keuangan/Akuntansi Negara); 
14) Daar al-Ardh (Fakultas Pertambangan); 
15) Daar al-Nahwu (Fakultas Sastera Arab); 
16) Daar al-Mazahib (Fakultas Perbandingan Mazhab); dan 
17) Daar al-Harb (Fakultas Ilmu Militer)  
 Kemudian, para tenaga pengajar di Jami’ah ini tidak saja terdiri dari ulama-ulama lokal 
asal Aceh, namun banyak ulama-ulama besar yang bukan berketurunan Aceh, seperti Syeikh 
Nuruddin ar-Raniry (hidup di akhir abad ke-16 hingga akhir abad ke-17), Syeikh Syamsuddin as-
Sumatrani (1630 M) dan Syeikh Hamzah al-Fansury (1600 M) menjadi Guru Besar di sana dan 
disebabkan berwibawanya Jami’ah ini, banyak penuntut yang belajar disini datang dari berbagai 
penjuru dunia tidak saja dari Aceh, tetapi juga berasal dari Pulau Jawa dan bahkan dari Tanah 
Melayu, Malaysia. 
 Bila kita bandingkan fakta sejarah di atas dengan keadaan pendidikan Aceh sekarang, 
sejauhmana pendidikan Aceh sekarang telah tertinggal? Adakah Universitas Syiah Kuala 
(Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sebagai Institusi pendidikan tinggi 
umum dan agama tertua kebanggaan rakyat Aceh menawarkan semua fakultas seperti telah 
pernah diperkenalkan Jami’ah Baiturrahman tempo dulu? Adakah staf pengajar di Unsyiah dan 
IAIN Ar-Raniry sekarang terdiri dari intelektual atau ulama-ulama ternama baik yang 
berketurunan Aceh atau bukan? Jangankan mengharapkan orang pintar luar Aceh untuk 
mengajar atau mengabdi dan menuntut di Aceh, orang pintar Aceh saja sekarang lebih memilih 
untuk mengajar dan menuntut ilmu di luar Aceh dan bahkan di luar negeri daripada di tanah 
leluhurnya? Padahal sehingga tahun 1970-1980-an banyak pelajar dari Pulau Jawa dan Tanah 
Melayu, Malaysia yang belajar di Aceh? Tidak hanya itu, bahkan banyak orang pintar Aceh yang 
diminta untuk mengajar di luar Aceh, baik di daerah-daerah lainnya di Indonesia maupun di 
negara-negara tetangga. Kenapa kondisi pendidikan di Aceh sekarang telah berubah drastis? 
Kenapa kita tidak belajar dari kejayaan sistem pendidikan Aceh pada masa Kerajaan Aceh 
Darussalam dulu untuk dijadikan acuan modifikasi bagi pendidikan Aceh masa kini? Kenapa kita 
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lebih cenderung mengikuti sistem pendidikan peninggalan model Snouck Hugroenje, tokoh 
penjajah Belanda yang memisahkan ilmu umum dengan ilmu agama (sekulerisme)? Setelah 71 
tahun kita berhasil mengusir penjajah Belanda, namun kenapa sistem pendidikan kita masih 
berkiblat pada peninggalan penjajah? Dengan diberlakukannya pelaksanaan syari’at Islam pada 
2002 melalui Qanun No. 5 Tahun 2000 di Aceh, maka sudah sepatutnya kita memanfaatkan 
momen ini untuk berpikir jernih dan berusaha seoptimal mungkin untuk mengembalikan citra 
pendidikan Aceh berdasarkan Kitabullah dan Sunnatullah. Untuk mengembalikan citra 
pendidikan Aceh, maka kita harus mereformasi, reformulasi, restrukturisasi, reorganisasi, 
tranformasi, renovasi, dan memodifikasi sistem pendidikan Aceh mulai dari kurikulum, fasilitas, 
tenaga pengajar, mahasiswa dan birokrasi pendidikan serta ketersediaan lapangan kerja bagi para 
lulusan institusi pendidikan tinggi di Aceh secara komprehensif dan holistik sesuai dengan 
perubahan zaman. 
 
REFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN 
Berhasil tidaknya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh substansi kurikulum 
pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan generasi 
bertakwa yang amar makruf wa nahi munkar, atau dengan kata lain, tujuan pendidikan dalam 
Islam adalah untuk menanamkan nilai-nilai ilmu dan agama. Oleh karena itu, warga Aceh yang 
terkenal Islamis dan dengan otonomi khusus yang dimilikinya, seharusnya segera mereformasi 
substansi kurikulum pendidikan Aceh berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadits tanpa mengabaikan 
nilai-nilai nasioalisme. Hendaklah kurikulum pendidikan itu disusun sedemikian rupa dengan 
memasukkan nilai-nilai keislaman sehingga institusi pendidikan di Aceh akan mampu 
melahirkan individu-inividu yang berilmu dan bermoral.  
Dalam Thesis Master of Education (M.Ed)-nya pada International Islamic University 
Malaysia (IIUM), Daud (1999) menyimpulkan bahwa mata pelajaran agama yang hanya 2-4 
Sistem Kredit Semeter (SKS) yang harus diambil seorang calon Sarjana dari jumlah total 144-
160 SKS di Universitas Syiah Kuala  adalah sangat tidak memadai (superficial). Agama Islam 
yang sangat komprehensif itu tidaklah mungkin dapat dipelajari dalam 2-4 SKS saja seumur 
hidup agar menjadi umat yang baik. Bagi para calon insinyur, ekonom, akuntan, guru, dan calon 
pemimpin masa depan, nilai-nilai keislaman hendaklah diajarkan kepada mereka sesuai dengan 
disiplin ilmu masing-masing.  Karena tanpa pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama, 
ketika para alumni bekerja, mereka akan diseret oleh hawa nafsu mereka tanpa peduli mana yang 
halal dan haram. Seorang Insinyur mungkin akan memakan (mencuri) semen, batu, dan aspal 
yang bukan miliknya. Begitu pula para ekonom, guru, dan para pemimpin umat lainnya akan 
terheret oleh nafsu untuk bertindak tanpa mengenal batas-batas al-haq dan al-batil. Jika manusia 
sudah mengikuti keinginan nafsu dan cita rasanya,  maka “…rusak binasalah langit dan bumi 
jikalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu…” (Q.S. al-Mu’minun: 71). Untuk itu, menurut 
Daud (1999), mata pelajaran agama yang hanya diajarkan 2 SKS itu haruslah ditambah jumlah 
SKS-nya, setidaknya, berkisar 9 hingga 24 SKS (3 mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah pilihan) 
yang meliputi pelajaran membaca (qira’at), menghafal (hifz), menerjemah (tafsir) al-Qur’an, 
ilmu tentang sirah Nabi dan para sahabat, ilmu Tauhid, Usul Fikih dan Semantik al-Qu’ran, 
sesuai dengan rekomendasi hasil Konferensi Dunia ke-I dan ke-II tentang Pendidikan Muslim 
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yang, masing-masing, telah diadakan pada tahun 1977 dan 1980 di Mekkah, Saudi Arabia dan di 
Islamabad, Pakistan.  
Pada universitas-universitas di Malaysia, sebenarnya, rekomendesi ini sudah 
diaplikasikan sejak tahun 1990-an. Tidak untuk menyebut International Islamic University 
Malaysia (IIUM) yang berkonsepkan kurikulum Islamisasi pendidikan, di Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) dan Universiti Malaya (UM) misalnya, bagi para calon Sarjana Ekonomi 
mereka telah ditawarkan mata kuliah pilihan yang berkonsepkan Islam, seperti Ekonomi Islam, 
Perbankan Islam, Asuransi Islam, dan mata kuliah Mu’amalah lainnya. Namun, Universitas 
Syiah Kuala (Unsyiah) baru menawarkankan program studi Ekonomi Islam pada tahun 2013.  
Sudah seharusnya kita merubah sistem pendidikan yang berbasis sekulerisme menjadi 
pendidikan berbasis Islami. Tidak keliru jika kita mulai memikirkan untuk menggabungkan  
Universitas Islam Negeri (UIN) ar-Raniry dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), seperti 
telah dipraktekkan pada masa Sultan Iskandar Muda. Namun, yang paling penting adalah bukan 
penggabungan antara dua institusi perguruan tinggi, tetapi melainkan penggabungan subtansi 
kurikulum ilmu-ilmu umum dan agama secara berimbang melalui proses Islamisasi pendidikan. 
Karena, pada hakikatnya, semua ilmu itu adalah berasal dari Allah, dan tidak terpisah-pisahkan, 
seperti sistem pendidikan di Aceh sekarang. Kalaupun kita belum sanggup untuk mereformasi 
kurikulum pendidikan kita secara totalitas, seharusnya kita dapat berpedoman pada universiti-
universiti di Malaysia yang telah menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Usaha ini 
sangat penting dilakukan agar tidak terjadi demoralisasi, deislamisasi dan dehumanisasi para 
generasi Aceh mendatang, seperti diklaim oleh Hussain dan Ashraff (1979) dan Al-Faruqi 
(1981), bapak Islamisasi pendidikan.  
Sejatinya, substansi kurikulum pendidikan itu harus berlandaskan al-Qur’an dan Hadist. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut yang berarti: 
Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan 
satu perbandingan, yaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon 
yang baik, yang pangkalnya (akarnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya 
menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin 
Tuhannya. …Dan bandingan Kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti 
sebatang pohon yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka 
bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup...”(Q.S. Ibrahim: 24-27).  
Ayat ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu usaha itu tidak berpandukan pada landasan yang 
haq, maka hasilnya akan sia-sia, dan bahkan menyesatkan. Begitu juga dengan sistem 
pendidikan yang tidak berlandaskan kurikulum Islami, maka lulusan yang dihasilkan tidak akan 
mampu memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Arti ayat di atas juga bernada sama dengan 
makna Ayat dan Hadits berikut:  
“…jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-
kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu 
itu niscaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap 
mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita" (Q.S. al-Baqarah: 38); dan 
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“Telah kutinggalkan bagimu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh 
kepadanya (al-Qur’an dan Hadits), niscaya kamu tidak akan sesat selama-
lamanya” (al-Hadist).  
Begitu juga Abu Daud Beureu’eh, seperti dikutip Esposito, pernah berkata bahwa: 
“..Agama Islam yang membuat kehidupan umat sempurna tidak boleh dipisahkan 
antara satu aspek dengan aspek kehidupan lainnya. Sila pertama dari Pancasila, 
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu  tidak lebih dari manuver politik 
belaka. …Yang paling esensial dari sumber kehidupan dan sumber apapaun 
haruslah merujuk pada Kitabullah dan Sunnatullah secara kaffah. Tidak mungkin 
sebagian mengikutinya, tetapi sebagian lain tidak baik dalam tindak kriminal, 
urusan kemasyarakatn, peribadatan, atau dalam segala persoalan harian. Jika 
hukum Tuhan tidak kita laksanakan dengan sempurna, berarti kita mengingkari 
kepercayaanNya sehingga menyebabkan kita sesat sepanjang hayat” (Esposito, 
1987). 
 Kata-kata Abu Daud Beureu’eh di atas sangatlah sesuai dengan makna ayat berikut: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam 
secara totalitas (kaffah); dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; 
sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata” (Q.S. al-Baqarah: 
208). 
Ringkasnya, usaha untuk mengislamisasikan sistem pendidikan hendaklah bermula pada 
azas, falsafah atau fondasi kurikulum pendidikan itu sendiri. Bila fondasi itu tidak kokoh dan 
tidak berlandaskan yang haq, maka sangatlah sukar untuk melahirkan generasi-generasi Aceh 
yang berilmu dan bertakwa. 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa substansi kurikulum pendidikan sangat 
menentukan untuk dapat melahirkan generasi yang berilmu dan bertakwa. Para lulusan yang 
hanya dibekali dengan ilmu duniawi cenderung akan bersifat selfish dan menghalalkan segala 
cara untuk mencapai tujuan. Akibatnya, mereka akan terjangkiti sindrom penyakit “cinta dunia 
dan takut mati” (hubb al-dunya wa karahiyat al-maut). Sementara itu, para lulusan yang hanya 
dibekali dengan ilmu agama akan ketinggalan zaman. Golongan ini cenderung akan membenci 
semua kenikmatan dunia, dan akhirat adalah segala-galanya dalam hidup mereka (hubb al-
akhirat wa karahiyat al-dunya).  Hal inilah yang telah menjebak para lulusan universitas umum 
dan agama serta alumni pesantren ke dalam perdebatan non-intelektual terhadap isu-isu 
khilafiyah. Ini terjadi akibat sempitnya wawasan, tingginya sifat keegoan, dan pengaruh 
penjajahan intelektual para lulusan institusi pendidikan kita.   
Sebagai solusinya, maka keseimbangan pembekalan antara ilmu agama dan ilmu umum 
melalui proses Islamisasi substansi kurikulum pendidikan untuk melahirkan generasi Aceh 
mendatang yang amanah, jujur, bertanggung jawab dan professional harus diperhatikan secara 
serius dan seksama. Pihak pimpinan Unsyiah dan UIN ar-Raniry dan pemerintahan Aceh, 
khususnya yang menangani bidang pendidikan, sudah saatnya berupaya serius untuk melahirkan 
generasi berilmu (professional) dan bertakwa dengan memanfaatkan penerapan syari’at Islam di 
Aceh. Hal ini perlu dilakukan agar Aceh terhindar dari keterpurukan dan keterbelakangan di 
segala bidang.  
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TRANSFORMASI FASILITAS PENDIDIKAN 
Setelah substansi kurikulum dibenahi berdasarkan nilai-nilai keislaman, maka usaha 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas 
pendidikan yang memadai. Jumlah bahan bacaan (referensi) yang sangat terbatas dan tidak 
pernah diisi dengan bahan bacaan terbitan atau edisi terbaru tidak sahaja menyukarkan para 
tenaga pengajar untuk mencari bahan rujukan up to date, bahkan para mahasiswa terpaksa 
berkutat dengan ilmu-ilmu lama yang telah usang (out-dated) dan tidak relevan. Padahal kita 
ketahui di era globalisasi dan era teknologi kumunikasi informasi, perubahan-perubahan itu 
berjalan dengan pantasnya. 
Di samping itu, rajin tidaknya mahasiswa, sebenarnya, sangat bergantung pada kebiasaan 
dan budaya membaca dan mengajar para dosen. Bila dosen rajin membaca dan mengharuskan 
mahasiswa untuk senantiasa membuat Pekerjaan Rumah (PR) dengan merujuk pada lebih dari 
lima buku referensi, maka diyakini suatu saat sifat gemar membaca para mahasiswa akan 
tumbuh. Sebaliknya, bila staf pengajar yang malas membaca, maka akan sangat sulit untuk 
menghasilkan generasi Aceh yang berwawasan luas (foresighted), terbuka (open minded) dan 
berkualitas. Perlu diketahui bahwa: “a good writer is a good reader”, dan tanpa membaca, maka 
mustahillah ilmu itu akan diperolehi secara optimal (Majid, 2003). 
Begitu juga fasilitas komputer dan internet yang terbatas akan menyebabkan usaha-usaha 
untuk menghasilkan para alumni yang berkompeten, siap pakai (ready employed) dan tidak 
ketinggalan zaman terkendala. Untuk itu, maka selain penambahan koleksi buku referensi, 
jurnal, dan bahan bacaan relevan lainnya, para dosen dan mahasiswa hendaklah diberi hak untuk 
meminjami buku dalam kuantitas dan waktu yang lebih panjang. Katakanlah, misalnya, 
mahasiswa S1 dan Pasca Sarjana (S2 dan S3) serta dosen diberi hak untuk meminjam, masing-
masing, minimal 5 dan 10 buku untuk jangka waktu dua minggu hingga satu bulan. Di samping 
itu, rasio komputer/internet dengan jumlah mahasiswa-mahasiswi dan tenaga pengajar hendaklah 
proporsional. Begitu juga dengan fasilitas penunjang pendidikan lainnya, seperti database, 
software, infokus, dan alat-alat peraga pendidikan lainnya hendaklah ditingkatkan (Majid, 
2002b).  
 
PEMBERDAYAAN TENAGA PENGAJAR 
Untuk menghasilkaan lulusan yang baik, selain adanya substansi kurikulum pendidikan 
yang baik dan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, maka diperlukan tenaga pengajar 
yang berkualitas, baik dari segi keilmuan maupun keimanana. Untuk merealisasikan tujuan ini, 
maka pihak universitas tidak perlu menunda-nunda kesempatan dan mempersulit para tenaga 
pengajar untuk menuntut ilmu hingga ke jenjang Doktor (S3), tentunya dengan menyediakan 
beasiswa (scholarship). Masa mengajar para staf pengajar dengan berbekalkan ijazah Master 
(S2) hendaklah dibatasi, katakanlah hanya 2 tahun, dan setelah itu mereka harus melanjutkan 
pendidikan ke jenjang Doktor secara berkala dan reguler. Jika tidak, maka penalti kenaikan 
pangkat dan pengurangan pemberian tunjangan atau sertifikasi akan dikenakan.  
Seterusnya, kualitas tenaga pengajar hendaklah didorong oleh sistem kompensasi dan 
peningkatan karier yang memuaskan sehingga para pengajar dapat berkonsentarsi penuh untuk 
mendidik mahasiswanya tanpa perlu khawatir dengan ketidakcukupan pendapatan mereka.  
Begitu juga sistem perekrutan (recruitment) tenaga pengajar baru hendaklah bebas dari praktek 
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Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Siapa sahaja yang memiliki prestasi cemerlang (ilmu 
dan iman) hendaklah direkrut untuk memperkuat barisan tenaga pengajar yang sudak eksis. 
Janganlah institusi pendidikan kita dibiarkan untuk dikuasai oleh segelintir oknum atau golongan 
tertentu secara turun-temurun, setelah orang tuanya pensiun, bila anaknya tidak ada, maka sanak 
famili akan menggantikannya seolah-olah institusi pendidikan itu bagaikan Dinasti kekeluargaan.  
Kalau kita melihat salah satu penyebab utama keberhasilan Kerajaan Aceh Darussalam 
tempo dulu adalah disebabkan oleh sifat keterbukaan (openness) orang Aceh yang menerima 
siapa saja yang berilmu dan bertakwa, seperti Syeikh Nuruddin ar-Raniry, Syeikh Abdur Rauf, 
dan Syeikh-Syeikh lainnya tanpa memandang asal usul atau latar belakang kelahiran dan 
keturunan mereka untuk mengabdi di Aceh. Namun, yang terjadi di Aceh sekarang adalah, 
jangankan orang luar, orang Aceh yang pintar sahaja enggan  mengabdi di Aceh. Mereka lebih 
memilih Jakarta atau daerah menjanjikan lainnya sebagai tempat untuk menabur bakti dan 
pengabdian, dan yang lebih menedihkan lagi adalah orang-orang Aceh pintar yang barada di luar 
Aceh, jangankan untuk membangun Aceh, malah mereka sering memberi komentar-komentar 
yang membingungkan rakyat Aceh akibat kurangnya pengetahuan dan kepekaan mereka 
terhadap kondisi dan karakter masyarakat Aceh yang sangat dinamis. Untuk mengatasi problem 
yang semakin mengemuka ini, maka pemerintahan Aceh atau lembaga pendidikan harus 
melamar dengan “mengikat emosional/psikologis” mahasiswa Aceh pintar yang telah, sedang 
atau akan belajar baik di dalam maupun luar negeri untuk kembali mengabdi di Aceh. Ikatan 
emosional/psikologis ini, misalnya, dengan memberikan bantuan moril atau keuangan (beasiswa) 
bagi mereka, seperti yang telah diberikan oleh Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia 
(LPSDM) Aceh, sehingga setelah tamat belajar nanti, mereka akan merasa terhutang budi pada 
daerah. Untuk membalas budinya tersebut, maka mereka akan terpanggil untuk memilih Aceh 
sebagai tempat untuk menabur bakti dan budinya walaupun terpaksa harus menerima gaji yang 
kurang memadai.  
Selanjutnya, kelebihan memperkerjakan orang Aceh di tanah kelahirannya sendiri 
ketimbang memperkerjakan orang non-Aceh di Aceh adalah jauh lebih menguntungkan. Orang 
Aceh yang berbakti di Aceh, tentunya, memiliki wawasan yang lebih luas dan komprehensif 
tentang tempat kerja, karakter masyarakatnya sendiri, dan rasa memiliki terhadap Aceh, justeru 
akan mempermudah terealisasinya tujuan yang ingin dicapai dan terbebas dari penyelewengan 
amanah.   
 
IMPROVISASI KUALITAS ILMU, IMAN DAN AMAL MAHASISWA 
Untuk menghasilkan lulusan yang berilmu dan bertakwa, selain pentransferan ilmu, 
penstraferan budi (akhlaqul karimah) kepada anak-anak didiknya juga harus diseimbangkan oleh 
para staf pengajar. Semua praktek a-susila (mazmumah), misalnya praktek contek-mencontek 
(melihat catatan dalam ujian) dan mengemis nilai pada staf pengajar dengan memberi imbalan 
tertentu, hendaklah dihapuskan. Karena pembiaran merajalelanya praktek meniru (mencontek) 
dan mengemis nilai ketika mahasiswa berada dalam proses pembentukan watak, sikap dan 
kepribadian dalam institusi pendidikan akan menanamkan rasa tidak bersalah (berdosa) bagi 
mereka bila melakukan peniruan (pencurian). Bila ini telah terbiasa dan mendarah-daging serta 
telah menjadi budaya mahasiswa ketika dalam proses pembentukan watak dan kepribadian 
ketika belajar di institusi pendidikan, maka wajarlah tatkala mereka bekerja nanti, kebiasaan ini 
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akan terbawa-bawa dengan sendirinya dalam bekerja sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan 
Nepostime (KKN) dianggap sesuatu yang lumrah dan tidak berdosa bila melakukannnya.  
Untuk menghindari hal-hal ini terjadi, maka selain mengajar, guru harus menjadi contoh 
teladan (role-model) para anak didiknya dalam berbagai aspek kehidupan tidak hanya di kampus 
sahaja, tetapi juga di luar kampus. Karena “bila guru kencing berdiri, maka murid akan kencing 
berlari”. Oleh karena itu, sikap tegas dan hukuman setimpal, bila perlu mengeluarkan mahasiswa 
yang mencontek dan berlaku curang dalam ujian harus menjadi agenda penting untuk dipikirkan 
secara lebih serius.  
Memang sesuatu yang menggembirakan bila kita menyadari bahwa salah satu dampak 
konflik vertikal Aceh versus Pemerintah Pusat adalah telah menyebabkan peningkatan drastis 
mahasiswa Aceh yang menuntut ilmu di pogram S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. 
Pada tahun 2000 saja, menurut Yusuf (2001), jumlah mahasiswa dan mahasiswi Aceh yang 
belajar di program studi S2 dan S3 mencapai angka 1.000 orang (sekitar 200 orang di Malaysia, 
100 orang di Timur Tengah dan sisanya di dalam negeri). Jika semua mereka yang sedang 
menuntut ilmu itu pulang dan mengabdi di Aceh, maka harkat dan martabat Aceh akan terangkat. 
Itupun terjadi bila mereka itu adalah alumni-alumni yang berilmu dan bermoral (beriman), bukan 
alumni yang berilmu tetapi tidak memahami ilmu agama dan bahkan tidak bisa membaca al-
Qur’an.  
 
RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN EKSPANSI PELUANG KERJA 
Selanjutnya, untuk mengembalikan citra pendidikan Aceh, maka birokrasi pendidikan 
haruslah ramping, simpel dan tidak berbelit-belit. Siapa yang datang duluan, hendaklah dilayani 
terlebih dahulu (first come first serve) tanpa memandang senioritas, jenis kelamin, dan hubungan 
kekeluargaan, serta tidak sekali-kali mencari-cari alasan untuk mempersulit dan sekaligus 
menunda-nundakan urusan administrasi civitas akademika. Para staf birokrasi harus mengetahui 
segala peraturan dan prosedur yang menyangkut almamaternya secara jelas, sehingga mahasiswa 
yang bermasalah yang mengadu kepada mereka dapat dibantu atau, setidaknya, dapat diarahkan 
untuk mengikuti langkah-langkah tertentu menuju pemecahan masalah dan tidak meng-“ping-
pong”kan mereka ke sana-sini. Karena apabila mahasiswa telah terbiasa dididik dengan budaya 
birokrasi yang tidak baik, maka tidak mustahil bila mereka kembali kepangkuan masyarakat 
nanti, mereka cenderung untuk menerapkan model birokrasi yang pernah mereka alami 
sebelumnya yang cenderung mempersulit urusan orang lain.  
Selain itu, agar para mahasiswa termotivasi untuk menamatkan studinya dalam waktu 
yang singkat dengan predikat cemerlang, pemerintah daerah hendaklah memperluas ketersediaan 
lapangan kerja. Pihak universitas juga harus memikirkan untuk mengajarkan keahlian (soft-
skills) tertentu dan tidak berkutat pada teori semata, sehingga kalaupun tidak menjadi pegawai 
negeri, setelah tamat nanti mereka akan menjadi entrepreneurs. Sistem rekruitmen merekapun 
haruslah tidak berazaskan kekerabatan (ahli famili) dan kemampuan menyogok, seperti telah 
membudaya dipraktekkan beberapa dekade terakhir ini di tanah air kita, tetapi melainkan 
berdasarkan tingkat kecerdasan dan kemampuan mereka. Menerima pekerja baru (termasuk staf 
pengajar) yang tidak memenuhi syarat kecemerlangan, tetapi memenuhi syarat keuangan 
(menyogok) akan mendegradasikan kualitas rakyat Aceh. Karena bila Aceh diperintah oleh 
orang-orang yang diragui kemampuan dan keimanannya dengan berbekalkan modal sogokan dan 
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generasi-generasi muda Aceh dididik oleh mereka yang belum teruji kemampuan dan cacat 
moral, maka secara perlahan, namun pasti rakyat Aceh akan semakin mundur di segala bidang.  
 
BERCERMIN PADA KESUKSESAN MALAYSIA 
Kenapa Malaysia, negara yang baru merdeka pada 31 Agustus 1957 dan memiliki jumlah 
penduduk sedikit (29,88 juta pada tahun 2016 – Department of Statistics Malaysia, 2016) dan 
Sumber Daya Alam (SDA) terbatas dibandingkan dengan Indonesia, jauh lebih maju dan 
makmur? Padahal UUD 1945 menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah 
merupakan aset pembangunan bangsa! Kenapa kita yang lebih dahulu merdeka 12 tahun dan 
memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah ruah dibandingkan Malaysia, tertinggal jauh di 
belakang? Ini disebabkan, inter alia, oleh keberpihakan dan kepedulian kerajaan Malaysia 
terhadap sistem pendidikan nasinal. 
Malaysia sejak beberapa dekade yang lalu, hampir 30% dari budget negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Malaysia dialokasikan untuk sektor pendidikan. Jumlah 
alokasi dana untuk dunia pendidikan ini telah memberi kesempatan yang luar biasa bagi warga 
negara Malaysia untuk mendapat beasiswa dalam menuntut ilmu ke manca negara. Tidak hanya 
itu, banyak juga terdapat perusahaan dan institusi kerajaan di Malaysia yang memberi pinjaman 
kepada warga Malaysia berprestasi untuk belajar keluar negara dengan perjanjian harus 
membayar balik pinjaman tersebut ketika tamat belajar ataupun kewajiban untuk bekerja di 
institusi yang memberi pinjaman tersebut setelah tamat belajar. Makanya, tidaklah menjadi 
sesuatu yang istimewa di Malaysia bila para supir taksi, pembuang sampah, petani miskin, 
pelayan, dan para golongan kurang beruntung lainnya di Malaysia bila memiliki anak-anak 
mereka yang belajar di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Saudi Arabia, Jordania dan 
berbagai negara di seluruh penjuru dunia.  
Konsekuensinya, banyak direktur-direktur atau Chief Executif Officer (CEO) di 
perusahaan perusahan negara dan swasta di Malaysia terdiri dari para Doktor, dan jumlah 
merekapun jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Doktor di Indonesia, dan juga Aceh. 
Ironisnya lagi Dotor-Doktor yang kita memiliki umumnya sudah berusia lanjut. 
Rasio Master (S2) dan Doktor (S3) dengan jumlah total penduduk Melayu di Malaysia 
adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia. Di samping itu, para ilmuwan sangat 
dihargai di sana, buktinya dengan tingginya gaji yang dibayar untuk mereka yang memiliki latar 
belakang pendidikan yang tinggi. Sebagai contoh, gaji seorang Professor dan Doktor di Malaysia 
minimal, masing-masing, RM12.000 (Rp39. 231.920) dan RM6.000 (Rp19.615.960) per bulan. 
Kemudian, walaupun mereka memiliki jumlah ilmuwan yang banyak, namun mereka masih 
membuka kesempatan bagi tenaga professional asing untuk bekerja di Malaysia. Hal yang paling 
penting sekali adalah para ilmuwan mereka cukup memiliki dedikasi dan sikap amanah yang 
terpuji. Seorang dosen di sebuah universitas misalnya, tidak dibenarkan memiliki kerja 
sampingan di luar kampus yang dapat menganggu konsentrasi tugasnya di kampus. Kemudian 
tiap dosen maksimum dibenarkan mengajar hanya 12 jam (12 SKS) saja per-minggu. 
Di samping itu, di setiap universitas, dan bahkan di sekolah-sekolah dasar Malaysia telah 
dilengkapi dengan teknologi pendidikan canggih. Inilah yang menyebabkan para pelajar Melayu 
lebih berkualitas tinggi dan amanah. Kecemerlangan Malaysia dalam dunia pendidikan telah 
mendorong pelajar luar negari, termasuk dari Aceh berduyun-duyun datang menuntut ilmu di 
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sana. Hal tersebut disebabkan di Universitas-universitas Malaysia, kalau ada mahasiswa yang 
berlaku curang ketika mengikuti ujian, maka tanpa pilih bulu pihak universitas akan men-Droup 
Out (DO) mahasiswanya. Keseriusan pihak universitas terhadap pelaksanaan kedisiplinan pelajar 
tidak main-main. Hal ini dapat kita lihat di International Islamic University Malaysia (IIUM) 
misalnya, setiap musim ujian tiba pihak universitas akan menempelkan pengumuman daftar 
mahasiswa yang telah di-DO pada semester sebelumnya akibat berlaku curang ketika ujian, 
seperti mencontek, melihat kopian, dan bertanya kepada kawan. Sikap tegas universitas ini akan 
mendewasakan dan membentuk watak keamanahan alumninya, sehingga mereka yang dididik 
dalam lingkungan yang penuh disiplin mengikuti undang-undang yang berlaku akan menjadikan 
mereka sebagai para pekerja yang amanah, jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak akan 
pernah melakukan Korupsi, Kolusi, dan Kronisme (KKN) ketika memasuki dunia kerja nanti. 
Keberpihakan kerajaan Malaysia terhadap sektor pendidikan warganya telah menjadikan 
Malaysia sebagai satu-satunya negara dari ke-57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) yang diperkirakan akan menjadi negara maju di tahun 2020. Keberhasilan kerajaan 
Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam membangun sistem 
pendidikan negaranya yang “bisa dikatakan” bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN) telah menyebabkan negara itu lebih makmur dan sejahtera dibandingkan kita. Kalau 
Malaysia "boleh" membangun sistem pendidikan negaranya dalam kurun 45 tahun, kenapa kita 
tidak "bisa"? 
 
PENUTUP 
Dari uraian di atas dapat kita disimpulkan bahwa untuk mewujudkan generasi Aceh 
mendatang yang berilmu dan bertakwa hendaklah substansi kurikulum pendidikan Aceh berbasis 
Qur’ani, seperti direkomendasikan dalam Konferensi Dunia tentang sistem pendidikan Muslim. 
Di samping itu, staf pengajar juga harus senantiasa diberdayakan dengan memberi kesempatan 
dan bahkan mendorong mereka untuk memperdalam ilmunya di jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Fasilitas pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan terkini institusi pendidikan. 
Budaya mencontek di kalangan Mahasiswa harus dihilangkan. Birokrasi pendidikan harus 
ramping, jelas, dan simpel sehingga akan membiasakan mahasiswa untuk hidup disiplin dan 
terarah sehingga ketika mereka terjun dalam masyarakat nanti, mereka tidak akan memperbesar  
dan menyulitkan permasalahan orang lain. Di samping itu, kesempatan kerja harus dibuka lebar 
dan keahlian-keahlian (soft-skills) harus diajarkan kepada mereka sehingga seandainya tidak 
bekerja dengan institusi pemerintah atau swasta, mereka dapat menjadi entreprenuers. 
 Selanjutnya, untuk meningkatkan dan sekaligus mengevaluasi keberhasilan sistem 
pendidikan, kita dapat melakukan bencmarking atau studi banding (comparative study) ke 
negara-negara yang sistem pendidikannya lebih maju dan ke universitas-universitas yang 
mengadopsi konsep Islamisasi pendidikan, seperti International Islamic University Malaysia 
(IIUM), yang kurikulumnya mengacu pada rekomendasi Konferensi Dunia ke-I dan ke-II tentang 
Pendidikan Muslim yang, masing-masing, diadakan di Mekkah, Saudi Arabia pada tahun 1977 
dan di Islamabad, Pakistan pada tahun 1980. Semua usaha untuk mengembalikan citra 
pendidikan Aceh, tentunya, tidak akan optimal tanpa adanya kerjasama dan kepedulian 
pemerintah daerah dengan mengalokasi dana yang memadai untuk menunjang sistem 
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pendidikan. Dengan terpenuhinya semua kondisi dan prasyarat revitalisasi pendidikan Aceh di 
atas, diyakini kualitas dan kinerja pendidikan Aceh akan meningkat.  
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